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BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI
DANA DESA UNTUK SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INTAN JAYA,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (5)

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi
Dana Desa Untuk Setiap Kampung Tahun Anggaran
2026;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana
Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap
Kampung Tahun Anggaran 2026;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang.../2
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang
(Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan
Negara untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indoneisa Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4938);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerinah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
Peraturan Pemecrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa katli
terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026
tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penetapan Nama-Nama Kampung di
Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten
Intan Jaya Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten
Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan
Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten
Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1});

Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021
Nomor 4);

Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2014
tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan Distrik dan Kampung di Kabupaten Intan
Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2014
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun
2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 Nomor 1);
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18. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2026
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026
(Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 Nomor
2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP KAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1,

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Alokasi Dana
Desa yang berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten
untuk Kampung paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat
Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat
BAMUSKAM adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, vang selanjutnya disingkat
APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Kampung.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Intan Jaya yang selanjutnya BPPKAD adalah perangkat daerah yang
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah selaku
pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Intan Jaya
yang selanjutnya disebut DPMK adalah perangkat daerah yang
melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung.
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BAB II
PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ADD

Bagian Kesatu
Pengalckasian Alokasi Dana Desa Dalam APRD

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh
Persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima
Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 3

(1) Pengalokasian ADD setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan
Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

(2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima setiap kampung
untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran ADD Untuk Setiap Kampung

Pasal 4

(1) ADD dialokasikan menurut azas merata dan adil.

(2) Azas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besarnya
bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap kampung, yang
selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

(3) Azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besarnya
bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan nilai bobot sesuai variabel tertentu,
selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

(4) Besaran persentase perbandingan antara azas merata dan adil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah sebesar 90% (sembilan
puluh per seratus) dari jumlah ADD; dan

b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah 10% (sepuluh per
seratus) dari jumlah ADD.

(5) Variable tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis.

(6) Bobot variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sebagai berikut

a. JP sebesar 10% (sepuluh persen);

b. AK sebesar 50% (lima puluh persen);

c. LW sebesar 15% (lima belas persen);

d. IKG sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 5.../6
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Pasal 5

Besaran ADD untuk setiap kampung ditentukan dengan menggunakan rumus

ADDx = ADDM + ADDPx

ADDx . Alokasi Dana Desa untuk Kampung

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal untuk Kampung

ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk kampung
Pasal 6

Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dihitung berdasarkan Total Alokasi Dana Desa Minimal Kabupaten Intan Jaya
dibagi jumlah kampung.

Pagal 7

Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang
berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang statistik,

Pasal 8

Penghitungan Alokasi Dana Desa Proporsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
ADDx = {(0,10 * Z1) + (0,50 * 72} + (0,15 * 73) + (0,25 * Z4)} * ADDP Kab

Keterangan:

ADDx = Alokasi Dana Desa Proporsional Desa/kampung

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk
Desa kabupaten.

z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap
total penduduk miskin kampung kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas
wilayah kampung kabupaten.

ZA = rasio IKG setiap kampung terhadap IKG kampung kabupaten.

ADDP Kab = Alokasi Dana Desa Proporsional Kabupaten.

Pasal 9

Penetapan Besaran ADD untuk setiap kampung di Kabupaten Intan Jaya
Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III.../7
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BAB III
KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan di bidang

penyelenggaraan pemerintahan kampung, khususnya untuk :

a. Pembayaran penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat
Kampung (SILTAP);

b. Pembayaran Penghasilan Badan Permusyawaratan Kampung
(BAMUSKAM);

c. Operasional pemerintah kampung;

d. Operasional Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM).

Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Kampung dan

Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan

perhitungan sebagai berikut :

a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);

b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);

c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta
rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus);

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus
juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

Dalam hal kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
tercukupi, ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang
pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan
kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung serta penanggulangan
bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung sesuai dengan
kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal
berskala kampung yang diatur dan diurus oleh kampung.

BAB IV
PERENCANAAN ALOKASI DANA DESA DI KAMPUNG

Pasal 11

Perencanaan ADD di Kampung dilakukan melalui Musyawarah Kampung
dengan ketentuan :
(1) Membuat berita acara Musyawarah Desa tentang Penggunaan Alokasi

Dana Desa (ADD);

(2) Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).

BAB YV
MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

(1) Pengajuan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Kampung setelah

ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kampung.
(2) Kepala Kampung.../8
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(2) Kepala Kampung menetapkan rekening kas kampung (RKK).

(3) RKK yang ditetapkan pada bank persepsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diwajibkan atas nama Pemerintah Kampung.

(4) Setiap Kampung harus menyerahkan nomor rekening bank atas nama
Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Badan
Pendapatan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) melalui
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).

(5) Penyaluran ADD dilakukan melalui transfer dari RKUD ke RKK setelah
mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Kampung (DPMK) atas dasar permohonan dari Pemerintah Kampung.

(6) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan setiap
pencairan harus menyampaikan usulan yang dilengkapi dengan surat
pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Kampung tentang laporan
penggunaan dana sebelumnya :

a. Tahap I sebesar 50% (lima putuh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa
Paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan; dan

b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa
Paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

(7) Pagu Alokasi Dana Desa sebagalmana dimaksud pada ayat (6) setelah
dikurangi kebutuhan Alokasi Dana Desa untuk pembayaran Penghasilan
Tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BAMUSKAM
dan [uran BPJS Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.

Pasal 13

(1) Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6)
huruf a, dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan :

a. Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kampung;

b. Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran
Sebelumnya,

c. Laporan Realisasi Anggaran ADD Tahun Anggaran sebelumnya,

(2) Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6}
huruf b, dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan :

a. Laporan Realisasi Anggaran ADD Tahap I;

(3) Syarat penyaluran ADD Tahap I dan Tahap Il sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan avat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).

(4) Dalam hal sampai tanggal 31 Desember tahun berjalan masih terdapat sisa
ADD di RKUD, maka tidak dapat disalurkan kembali pada tahun
berikutnya.

Pasal 14

(1) Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan Pembayaran Penghasilan Tetap
Kepala Kampung, Aparat Kampung dan Tunjangan BAMUSKAM disalurkan
setiap bulan melalui Rekening Kas Kampung.

(2) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan
Tunjangan Bamuskam pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15.../9
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Pasal 15

Pengelola Keuangan Desa dan Aset Desa terdiri dari :

a. Penanggungjawab adalah Kepala Kampung dan sebagai Pemegang
Kekuasan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK) sekaligus sebagai
penanggungjawab pengelola aset kampung;

b. Penanggungjawab administrasi adalah Sekretaris Kampung dan bertindak

sebagai Koordinator Pelaksana keuangan Kampung (PPKK) dan juga selaku

pembantu pengurus aset kampung;

Kaur Keuangan Kampung melaksanakan fungsi Kebendaharaan Kampung;

. Kepala seksi/Perangkat kampung sebagai pelaksana kegiatan.

o0

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

(1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan
pertanggungjawaban APBKampung, sehingga bentuk
pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBKampung;

(2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBKampung yang
dibiayai Alokasi Dana Desa (ADD), adalah sebagai berikut :

a. Laporan realisasi Semester pertama;
b. Laporan realisasi akhir tahun.

(3) Laporan realisasi tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, adalah realisasi penerimaan dan realisasi belanja Alokasi Dana
Desa yang dilampiri dengan fotocopy bukti-bukti pengeluaran sah;

(4) Laporan realisasi tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung (DPMK).

(5) Laporan realisasi akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b, satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi
APBKampung.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
pengelolaan ADD;
(2) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatas meliputi :

a. Memberikan pedoman dan bimbingan tentang tatacara pelaksanaan
penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD);

b. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Distrik serta
Pemerintah Kampung guna tercapainya pengelolaan Alokasi Dana Desa
(ADD) yang efektif dan Efesien;

c. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan penyaluran Alokasi
Dana Desa (ADD) terhadap pemerintah kampung;

d. Menghimpun.../10
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d. Menghimpun Laporan Realisasi Anggaran ADD Se-Kabupaten Intan
Jaya;

e. Memeriksa dan meneliti keakuratan data usulan penyaluran Alokasi
Dana Kampung (ADD) yang diajukan oleh Kepala Kampung kepada
Bupati;

f. Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Intan
Jaya.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 30 April 2026
BUPATI INTAN JAYA,
TTD
ANER MAISINI

Diundangkan di Sugapa
pada tanggal 30 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA,
TTD
ASIR MIRIP

BERITA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026 NOMOR 7
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